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ABSTRAK

Tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU
ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik,
baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan
nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Peraturan yang mengatur perbuatan tersebut adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) dengan sanksi pidana yang
dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum Islam
menetapkan larangan bagi suatu perbuatan mendengarkan
pembicaraan orang lain (tajassus), dalam al-Qur’an Surat al-Hujuraat
ayat 12 dan hadits nomor 2653 yang diriwayatkan oleh Abu Daud
tentang hukuman mati terhadap perbuatan tajassus. Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik
dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan menjelaskan juga
penyadapan informasi elektronik menurut tinjauan hukum Islam serta
hukuman yang ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) data banyak
diambil dari buku-buku. Diantara buku-buku yang bersifat primer

yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
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transaksi elektronik. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum
dalam daftar pustaka diantaranya adalah Sekelumit Penyadapan di
Indonesia oleh Kristian dan Yopi Gunawan, Awas! Operasi intelijen
oleh Fauzan Al Anshary.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, Terbentuknya
Undang-undang mengenai penyadapan karena atas dasar UUD 1945
yang mengatakan bahwa hak berkomunikasi harus di lindungi, bagi
yang melanggar Undang-undang tersebut akan dihukum 10 tahun
penjara dan dendan maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) Kedua, dalam hukum Islam tindak pidana penyadapan disebut
dengan istilah tajassus. Hukuman tindak pidana tajassus yang
dilakukan oleh muslim kepada muslim lain akan dikenakan hukuman
ta’zir dan jika dilakukan oleh kafir harbiy kepada orang muslim akan

di hukum mati.

Kata kunci : penyadapan, komunikasi, hukuman
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(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia,

seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafat aslinya).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang
kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur
dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi
itu menjadi tidak terkendali, dapat berupa melawan hukum
atau kriminal. Demikian pula halnya dengan kemajuan di
sektor teknologi informasi yang membawa perubahan pada
proses komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting
sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba
cepat dan mendunia. Dunia modern saat ini menjadi sangat
tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat
menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas
tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud
teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah
teknologi internet. Berbekal keunggulan-keunggulan yang
dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke
seluruh pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua
sektor  kehidupan manusia mulai dari  pendidikan
perdagangan, kesehatan, periklanan smpai pada sektor

hiburan.!

! OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2013 ), him. 519.
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Kejadian ini telah menempatkan internet sebagai alat
komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan
masyarakat global. Kehadiran teknologi ini menyebabkan
komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif dan murah serta
perolehan informasi yang lebih aktual. Meluasnya pemakaian
internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi
tersendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada
para pemakai jasa, kehadiran media internet juga
memunculkan masalah baru dibidang hak atas kekayaan

intelektual, terutama hak cipta, merek dan desain industri.?

Perkembangan teknologi  komputer, teknologi
informasi, dan teknologi komunikasi menghasilkan sebuah
fenomena baru, yaitu hacking komputer. Dan orang yang
melakukan hacking komputer disebut dengan hacker. Internet
sebagai wujud perpaduan dari teknologi tersebut, merupakan
media yang sering dijadikan sasaran para hacker. hacker
kebanyakan memulai aksinya dengan suatu penjelajahan atas
sebuah sistem komputer. Kekacauan atau bahkan kerusakan
sistem komputer dapat terjadi jika suatu hacking yang
ditujukan kepada sistem komputer mencapai keberhasilan.
Salah satu modus yang dilakukan adalah Menjelajahi sistem
komputer. Yaitu tindakan menyadap dan memeriksa paket-

paket data yang melintas didalam jaringan, metode ini sering

2 1bid hlm. 520.



3

disebut sniffing. Selain memeriksa hacker juga mencari
kelemahan suatu sistem. Dimana yang selanjutnya akan

merekam setiap tombol yang ditekan oleh pemakai komputer.®

Contoh kasus penyadapan yang sering dialami oleh
pengguna internet pada saat ini adalah penyadapan terhadap
akun dari pengguna internet dalam situs jejaring sosial. Situs
jejaring sosial pada saat ini menjadi suatu kegiatan baru yang
digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan
orang lain baik yang sudah kenal seperti saudara, teman atau
rekan bisnis, bahkan orang yang baru dikenal dalam situs

jejaring sosial itu sendiri.’

Tahun 2016 tepatnya tanggal 1 Februari dalam siaran
pers di Wisma Proklamasi Presiden RI keenam Susilo
Bambang Yudhoyono, mengeluhkan terkait adanya dugaan
penyadapan secara ilegal yang dilakukan terhadapnya.
Dugaan penyadapan tersebut, bermula salah satu anggota tim
kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang
menyebutkan dalam persidangan dugaan penistaan agama
yang dilakukan Ahok, adanya bukti telepon antara KH Ma’ruf

Amin dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang

* Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta : PT.
Raja Gravindo Persada, 2003) him. 391.

* https://putrifitrianys.wordpress.com/2013/11/17/penyadapan-data-
pribadi-pengguna-internet-yang-dilakukan-melalui-monitoring-aktivtas-
komputer/. (Diakses tanggal 15 September 2017, pukul 01:11 wib).



Yudhoyono. Terkait dengan hal itu Presiden RI keenam
Susilo Bambang Yudhoyono dalam siaran pers menganggap
telah terjadi penyadapan tanpa alasan yang sah.” Bagaimana

sebenarnya hukum pidana mengatur masalah penyadapan?

Berdasarkan UU Telekomunikasi, penyadapan adalah
perbuatan pidana. Secara tegas ketentuan Pasal 40 undang-
undang a quo menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan
penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan

telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan :

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat
dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang
menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada

> http://m.gresnews.com/berita/tips/8062-ancaman-pidana-

penyadapan-secara-ilegal/ (Diakses tanggal 16 November 2017, pukul 16:41

wib).
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(Pasal 28F UUD 1945).° Demikian pula Pasal 28G Ayat (1)
UUD 1945 menyatakan :

“ Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan

hak asasi.”

Lebih khusus lagi menurut UU ITE, penyadapan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan disebut

dengan istilah Intersepsi.

Intersepsi atau penyadapan menurut UU ITE adalah
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel

® Hwian Christianto, Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Pidana, Jurnal Prioris, Vol. 5 (2) 2016, him. 96.



komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran

elektromagnetis atau radio frekuensi.’

Namun tentunya unsur-unsur penyadapan harus
terpenuhi, seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan
(2) UU ITE:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atau
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang
lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan
di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem
Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang
tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun
yang menyebabkan adanya  perubahan,
penghilangan, dan/atau penghentian Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

sedang ditransmisikan.

" Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Penjelasan Pasal 31 ayal (1), him. 131.



Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) UU ITE di
atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800 juta.
Pengecualian atas pelarangan penyadapan atau intersepsi itu
adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi
lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-

undang.

Sebagaimana yang telah di ketahui, bahwasanya
penyadapan itu bertujuan untuk mengetahui informasi rahasia
atau pembicaraan seseorang melalui media komunikasi
elektronik. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penyadapan
ini termasuk kategori kegiatan memata-matai (spionase) atau
yang dalam istilah Al-Qur’an disebut tajassus. Sebagaimana

yang dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 12 :

s £

”wuutum,\)luul 1,M§|W|1,,_A|;, (A 0
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena
sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari  keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang
diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. dan bertakwalah  kepada  Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
A1 L 0 e Bi06 o e 4 o (e
LTy ) CI80 Zal (s Al 80 U8 L ile
PRSI AL PR P ECRL PR PR PR P
L) alll S 1 5d & 1 5L S
“ Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jauhilah
prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan
yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan
jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan

jangan saling membenci, dan jangan saling
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membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-
hamba Allah yang bersaudara (HR.Bukhari)”®

Dari pemaparan singkat ini, dapat dikatakan
bahwasanya ada kesamaan ‘illat (sebab hukum) antara
kegiatan tajassus dalam Al-Qur’an dengan tindakan
penyadapan yang sedang dibahas disini, yaitu mengawasi
(memonitor) pembicaraan (rahasia) seseorang untuk
menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya.
Sehingga jika tindakan penyadapan ini digiyaskan
(disamakan) dengan kegiatan tajassus, akan diperoleh
kesimpulan hukum bahwa tindakan penyadapan adalah
perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan dilarang dalam
Islam. Dan larangan ini juga bersifat umum, berlaku bagi

perorangan, kelompok, maupun Negara.’

ltulah sebabnya maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian skripsi ini dengan judul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana
Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik)

(Jakarta:

® Ibnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari, (terj. Amiruddin), Jilid.29,
Pustaka Azzam, 2014), him.274.
% http://www.munirul.com/2015/03/hukum-penyadapan-dan-

memata-matai.html. (Diakses tanggal 11 September 2017, pukul 02:00 wib).



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukuman Tindak Pidana Penyadapan
Informasi Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008
?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman
tindak pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam
UU Nomor 11 Tahun 2008 ?

C. Tujuan dan Manfaat Peneliitian

1. Mengetahui Hukum Tindak Pidana Penyadapan Informasi
Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 serta dalam
Pespektif Hukum Islam.

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman
Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam
UU Nomor 11 Tahun 2008.

Adapun manfat penelitian :

1. Menambah wawasan tentang Hukum Tindak Pidana
Penyadapan Informasi  Elektronik yang  dapat
membahayakan karena berkaitan dengan data pribadi
yang dapat diketahui oleh orang lain tanpa sepengetahuan
pemiliknya.

2. Menambah pengetahuan mengenai Hukuman-hukuman
Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam
Hukum Islam dan yang diterapkan dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008.
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D. Tinjauan Pustaka
Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan
beberapa sumber yang mengkaji tentang maslah kejahatan
Informasi Elektronik.

Pertama ialah yang dilakukan oleh Fajrin
Widiyaningsih Mahasiswi Jurusan Siyasah Jinayah UIN
Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Tindak
Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU No.11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(dalam prespektif figh jinayah)” dalam penelitian yang
dilakukan pada tahun 2011, di dalam skripsinya membahas
tentang Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik,
Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik dapat
disamakan dengan perbuatan memasuki rumah tanpa izin
dengan illat memasuki rumah tanpa izin maka hukumannya
adalah za ’zir. Sehingga hukuman yang telah diterapkan dalam
UU ITE 2008 sama dengan figh jinayah. Sedangkan untuk
pencurian dokumen elektronik disamakan dengan sarigah
dengan illat mengambil barang orang lain secara diam-diam
dari tempat penyimpanan. Hukuman bagi pelaku pencurian
dokumen elektronik ini agak berbeda dengan UU ITE karena
untuk kasus ini dilihat dari nisab pencurian, bisa dihukum
potong tangan atau tidak. Untuk perusakan dokumen

elektronik  disamakan dengan hirabah dengan illat
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mengganggu keamanan, maka hukuman nya potong tangan
dan kaki secara bersilang karena hirabah yang disamakan
dalam kasus ini adalah mengambil harta secara terang-
terangan tanpa membunuh pemiliknya. Tetapi pada realitanya
hukuman bagi pencuri dokumen elektronik dan perusakan
sistem elektronik tidak dapat diberlakukan di Indonesia
karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah UU ITE
maka hukumannya turun menjadi hukuman ta’zir yaitu

penjara dan denda.’®

Kedua oleh Desi Tri Astutik mahasiswi fakultas
Syari’ah program studi Siyasah Jinayah [AIN Sunan Ampel
dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Kejahatan
Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Figih Jinayah ™. Penelitian ini dilakukan pada
tahun 2008. Di dalam skripsinya memaparkan tentang cyber
crime pada dasarnya merupakan kejahatan dunia mayantara
yang dilakukan dengan melalui jaringan internet dengan
menggunakan fasilitas komputer. Dalam perspektif hukum
pidana Islam (Figih Jinayah) pemberlakuan UU ITE dapat

dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang menjerat

1 Fajrin  Widiyaningsih, “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem
Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (dalam prespektif figih jinayah)”, Skripsi Syari’ah, Semarang,
2011, him.70-72.



13

pelaku kejahatan dunia mayantara (cyber crime), karena di
dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur
yang ada dalam aturan Figh Jinayah. Adapun unsur-unsur
tersebut yaitu unsur umum yang terdiri dari (unsur formil,
unsur materil, dan unsur moral) dan unsur khusus. Penerapan
sanksi yang diberikan kepada pelaku cyber crime vyaitu
dikenakan sanksi ta’zir, dimana sanksi ta’zir meripakan
hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri dengan tujuan

memberikan rasa jera kepada pelaku jarimah.**

Ketiga, Septia Qur’ana Jurusan Siyasah Jinayah UIN
Sunan Ampel Tahun 2015 tentang “Tindak Pidana Intersepsi
atas Informasi Elektronik dalam regulasi Hukum Positif
Prespektif Hukum Pidana Islam * Skripsi ini membahas
tentang Bagaimanakah Deskripsi Intersepsi yang dilakukan
olen lembaga yang diberi kewenangan oleh negara?
Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi
Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di
Indonesia? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas
Informasi  Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam?
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, apabila intersepsi atas

informasi elektronik yang dilakukan diluar ketentuan regulasi

" Desi Tri Astutik, “Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara
(Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah”, Skripsi Hukum
Pidana Islam, Surabaya, 2008, him 86-88.
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tersebut merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana yang
ketentuan hukumannya telah diatur sesuai dengan rumusan
perundang-undangan yang berlaku khususnya di KUHP.
Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif
Hukum Pidana Islam disepadankan dengan istilah Tajassus
yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Dari pengertian
tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa tajassus
adalah  mencari-cari  kesalahan orang lain  dengan
menyelidikinya atau memata-matai, dan sikap tajassus ini
termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadits.
Akan tetapi ketika perbuatan intersepsi tersebut memiliki
tujuan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum,
maka hukumnya diperbolehkan. Pendapat yang lebih spesifik
dikemukakan oleh nabhani yang mengatakan bahwa larangan
tajassus terhadap kaum muslimin dalam alqur’an bersifat
umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok
maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi,
kelompok ataupun negara. dalam konteks hukum pidana Islam
haram hukumnya melakukan tindak intercepsi atau
penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh siapapun
serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman ta’zir yang

setimpal atas mudzarat yang ditimbulkan.*?

2 Septia Qur’ana, “Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi
Elektronik dalam regulasi Hukum Positif Prespektif Hukum Pidana Islam”,
Skripsi Hukum Pidana Islam, Surabaya, 2015, him 65-69.
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Beberapa skripsi di atas menjelaskan tentang
perbandingan hukum dalam tindak pidana kejahatan informasi
elektronik, dalam skripsi pertama oleh fajrin widyaningsih
yaitu membahas tentang pengaksesan, pencurian, dan
perusakan informasi elektronik didalam skripsinya hanya
fokus kepada perbandingan hukum antara Undang-undang
dan hukum Islam. Sedangkan skripsi kedua membahas secara
keseluruhan tentang kejahatan mayantara dan mengkaji
tentang persamaan antara kedua hukum. Dan skripsi yang
ketiga membahas tindak pidana intersepsi atau penyadapan,
dalam skripsi ini juga mengkaji perbedaan hukumnya, akan
tetapi dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bolehnya
melakukan penyadapan asal tidak menyalahi ketentuan

regulasi.

Menurut penjelasan di atas maka pembahasan dalam
skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena dalam penelitian
ini membahas lebih khusus tentang hukuman bagi pelaku
tindak pidana penyadapan informasi elektronik dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 serta di dalam Hukum

Islam.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode

kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library
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Research) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap
sumber-sumber tertulis, yaitu berupa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Penyadapan Informasi
Elektronik ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas
dan mengkaji seputar tindak pidana Penyadapan Informasi
Elektronik baik dalam Undang-undang maupun hukum

Islam.*®

2. Sumber data
a. Sumber Data Primer
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data
pendukung atau data tambahan bagi data utama (primer).
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-
buku yang berkaitan dengan penyadapaan informasi

elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas

digunakan teknik sebagai berikut:

13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta:

Sinar Grafika, 2002).
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a. Studi Kepustakaan (library research) Dilakukan
dengan mencari, mencatat, menginventarisasi,
menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa
bahan-bahan pustaka.
4. Analisis Data

Adapun  untuk  menganalisis data, penulis
menggunakan tehnik content analisis, yaitu analiasis isi atau
substansi dari persoalan, karena sebagian sumber data dari
penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan tindak pidana intercepsi atas informasi
elektronik serta bahan kepustakaan yang harus dikaji secara
mendalam.*

F. Sistematika penulisan skripsi
Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB |: Dalam bab ini berisi Pendahuluan terdiri atas
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB Il : Dalam bab ini diuraikan tentang Landasan
Teori tentang Penyadapan Informasi Elektronik dalam Hukum

Positif dan Hukum Islam.

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta;
Gajah Mada University, 1993).
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BAB Ill: Dalam bab ini diuraikan mengenai
Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 dan Pendapat para Ulama.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan
Hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana Penyadapan
Informasi Elektronik dalam UU.No 11 tahun 2008.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran.



BAB Il

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENYADAPAN

INFORMASI ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pegertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari
“strafbaar feit” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa Yyang
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri.
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang
berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap

undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar

feit) memuat beberapa unsur yakni:*

a. Suatu perbuatan manusia.
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

oleh undang-undang.

! Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),
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c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di

pertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum
mengenai definisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa
rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri,

yaitu:
1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaar
feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau
istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna
adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan
akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya

dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wiryono
Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal
Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan
secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam
Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari

istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu
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kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan

manusia maupun oleh gejala alam.?
3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik
tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal
tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,
akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah
melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi di
atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut
dengan tindak pidana adapalah perbuatan yang oleh aturan

hukum dilarang dan diancam dengan pidana.’
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih
mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak

pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam

him. 50

2 lbid. him. 48
® Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),
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keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu
harus dilakukan. Terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum.

2) Kualitas dari si pelaku, Misalnya ‘“keadaan sebagai
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut
Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau
komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kasualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan
sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai
akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,
atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau
culpa).

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

pemerasan, dan sebagainya.
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4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum
dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang
direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308
KUHP.*

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak
pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut
crimina-atrocissima, atrocia dan levia, yang tidak didasarkan
pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada
berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringan kejahatan itu
semata-mata berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang
telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Para
pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana berusaha
untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat
mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah
membuat suatu pembagian ke dalam rechtsdelicten dan
wetsdelicten. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran
ini disebut oleh KUHP buku ke Il memuat delik-delik yang
disebut: kejahatan dan dalam buku ke 11l memuat delik-delik
yang disebut: pelanggaran.

llmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran
(kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua

pendapat :

*1bid. him. 51
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a.

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu
ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini
lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

1. Rechtsdelicten dan

2. Wetsdelicten

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu
ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini
hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat
dari segi kriminologi, ialah “ pelanggaran” itu lebih
ringan dari pada” kejahatan”. °

Kecuali pembagian-pembagian seperti yang telah

disebutkan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana

selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian

dari tindak pidana-tindak pidana, sebagai berikut:

a.

Delik formal (formeel delict) adalah delik yang dianggap
telah selesai dengan dilakukanya tindakan yang dilarang
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik
material (materiel delict) adalah delik yang dianggap telah
selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Delicta commissionis adalah delik yang berupa
pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang

dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Delicta

him. 57

> Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),
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omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
perintah, ialah tidak melakukan seuatu yang diperhatikan
yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi
dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP). Delicta
commissionis per omissionem commissa adalah delik
yang berupa pelanggaran larangan (dus delik
commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara
tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh
anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340
KUHP).

c. Doleuse/opzettelijke delicten adalah delik yang memuat
unsur kesengajaan, misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 310
(penghinaan) KUHP. Culpooze/culpose delicten adalah
delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur,
misal: Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203 KUHP.

d. Delik tunggal (enkelvoudige delicten) adalah delik yang
cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik
berganda (samengestelde delicten) adalah delik yang baru
merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali
perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai
kebiasaan).®

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak
berlangsung terus (voordurende en niet voortdurende/

aflopende delicten). Delik yang berlangsung terus: delik

® Ibid. him. 58
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yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu
berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan
seseorang (Pasal 333 KUHP).

Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet
klacht deicten). Delik aduan: delik yang penuntutannya
hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang
terkena (gelaedeerde partij), misal penghinaan (Pasal 310
dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP),
chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal
335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2).

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
(eenvoudige dan gequalificeerde delicten). Delik yang ada
pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan
luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal
363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan
karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal:
pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini
disebut  “geprivilegeerd delict”. Delik sederhana,
misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP, pencurian
(Pasal 362 KUHP).’

Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi)
dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut delik

ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang

7 Ibid.
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Darurat No. 7 tahun 1955, U.U. Darurat tentang tindak
pidana ekonomi.

i. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan
ringan ialah: Pasal 364,373, 375, 482.°

Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Islam Tindak pidana disebut dengan istilah
jarimah. Yang dimaksud dengan kata-kata “jarimah” ialah,
larangan-larangan Syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan
hukuman had atau fa’zir. Larangan-larangan tersebut
adakalanya mengerjakan perbuatan yang, atau meninggalkan
perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “Syara’”
pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa
sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang
oleh Syara’. Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai
jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.
Dikalangan fugaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata
“ajziyah” atau mufradnya, “ jaza”. Pengertian jarimah
tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana,

(peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif. ®

him. 59.

® Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),

° Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : PT.

Bulan bintang, 1967), him. 1.
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Para fugaha sering memakai kata-kata “jinayah”
untuk “jarimah”. Semula pengertian “jinayah” ialah hasil
perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi dengan perbuatan
yang dilarang saja. Di kalangan fugaha, yang dimaksud
dengan kata-kata “jinayah” ialah perbuatan yang dilarang oleh
Syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau

harta benda ataupun lainnya.

Akan tetapi kebanyakan fugaha memakai kata-kata
“jinayah” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang
atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul,
menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula
golongan fugaha yang membatasi pemakaian kata-kata

jarimah kepada jarimah hudud dan gishas saja.*
2. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana
apabila unsur unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada
yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk
semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk

masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu

%pid. him. 2
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dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam

unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:**

a.  Unsur formil (adanya undang-undang atau nash).
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada
dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur
umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada
masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang
hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan
berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu
dengan jenis jarimah yang lainnya. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus
pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah
ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah,
sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-
beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah). Seseorang
yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat
yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas
(mukhtar). Syarat-syarat tertentu harus terdapat pada pelaku

dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab

1 Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia,
(YYogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), him. 11, Lihat juga, Moh Khasan,
Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam,
(Semarang: Akfimedia, 2011), him. 21.



30

dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syaratsyarat

untuk pelaku mukallaf ada dua macam, yaitu:*?

a.

Pelaku sanggup memahami nash-nash syara’ yang
berisi hukum taklify.

Pelaku orang yang pantas dimintai
pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan

ada tiga macam, vyaitu:

Perbuatan itu mungkin terjadi.

Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada
dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk
mengerjakannya maupun meninggalkannya.

Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan

sempurna.

3. Pembagian Jarimah

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang

dari berat ringanya hukuman adalah :**
1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah bentuk jama’ dari kata had,

artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah

ditentukan oleh syara’, tidak boleh ditambah ataupun

2 Ibid. him. 22
3 Marsum, Jinayat( Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta:
Perpustakaan UlI), him. 7.
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dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut syafi’i jarimah
hudud itu ada tujuh macam yaitu:

a) Zina

b) Qadzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina)

c) Syirgah (pencurian)

d) Syirbah (minum khamr)

e) Hirabah atau maharibah (membegal, merampok,

merusak, membuat onar)

f) Murtad

g) Baghyu (pemberontakan)
2. Jarimah Qishas-diyat

Jarimah qishas diyat yaitu jarimah yang diancam

hukuman gishas atau hukuman diyat. Hukuman itu telah
ditentukan oleh syara’ tidak mempunyai batas terendah atau
tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau
walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta diyat (ganti
rugi) atau memaafkan tanpa minta diyat, atau minta
dilaksanakannya hukuman gishas. Apabila si berbuat
dimaafkan ia bebas dari hukuman gishas dengan membayar
ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. Jarimah gishas
diyat ini ada 5 yaitu :

a) Pembunuhan sengaja

b) Pembunuhan serupa sengaja

¢) Pembunuhan silap

d) Penganiayaan sengaja
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e) Penganiayaan tak sengaja
3. Jarimah ta zir

Jarimah ta zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman
ta’zir (pengajaran atau ta’dzib dalam artian sendiri). Semua
macam jarimah selain jarimah hudud dan jarimah gishas diyat
termasuk jarimah ta zir. Penguasa dalam mengatur tata tertib
masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. Jarimah ta zir
ada dua macam vyaitu : **

a) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh
syara’ tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

b) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya
maupun hukumannya diserahkan kepada manusia
berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian jarimah yang berdasarkan berat
ringannya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama
juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari
segi niat siberbuat, jarimah itu dibagi :

a) Jarimah sengaja

Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan

sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa

perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti akan tetapi
ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut
serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan

yang membawa kematian.

“bid. him. 8
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b) Jarimah tidak sengaja

Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut

kekeliruan  (hilap). Kekeliruan ini  mungkin

disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak
mengerti."

Dari segi mengerjakan, jarimah itu dibagi:
jarimah positif dan jarimah negatif. Jarimah positif
ialah  karena  melakukan  perbuatan-perbuatan
terlarang; misalnya mencuri, merampok, melukai dan
lain sebagainya. Jarimah negatif ialah kerena tidak
melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan;
misalnya tidak mau bayar zakat, tidak mau menolong
orang yang tenggelam sedang ia mampu dan lain
sebagainya. Disamping itu ada jarimah negatif;
misalnya menahan orang lain dan tidak memberi
makan dan karenanya ia mati.

Dari segi si korban, jarimah itu dibagi : jarimah
perorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah masyarakat ialah
dimana hukuman terhadap perbuatan itu demi untuk
melindungi  masyarakat, baik jarimah itu mengenai
perorangan ataupun masyarakat; yang tergolong dalam
jarimah masyarakat ini ada jarimah-jarimah hudud. Jarimah

perorangan adalah dimana hukuman terhadap perbuatan itu

> Marsum, Jinayat( Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta:
Perpustakaan UlI), him. 9
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demi melindungi kepentingan perorangan; yang tergolong

dalam jarimah ini ialah jarimah gishas diyat.

Dari segi situasi zaman, jarimah itu dibagi: jarimah
biasa dan jarimah politik. Jarimah biasa ialah jarimah yang
diperbuat dalam keadaan biasa (normal), sedang jarimah
politik ialah jarimah yang dilakukan dalam keadaan perang
saudara atau dalam keadaan pemberontakan.*®

. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum

Positif

1. Pengertian Penyadapan Informasi Elektronik

Secara etimologis atau asal membentuknya
“penyadapan” berasal dari kata “sadap” atau “menyadap”
yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah
mengambil air atau mengambil getah dari pohon dengan cara
memangkas mayang atau dengan cara memangkas akar atau
menoreh kulit. ¥ Namun demikian, dalam perkembangan
selanjutnya pengertian menyadap tidak hanya sebatas
pengertian mengambil air atau mengambil getah dari pohon
sebagaimana dikemukakan diatas. Terminologis
“penyadapan” dengan asal kata “sadap” atau “menyadap”
sama dengan kata lainnya yang memiliki awalan “me-* atau

“pe-an”, misalnya “memangkas” atau “pemangkasan

*® Ibid. him. 10
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan

Nasional, 2008), him. 1337.
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merupakan cara kerja atau menunjukkan sebuah proses.
Dengan demikian, berlaku pula bagi terminologi
“penyadapan” atau “menyadap”, “penyadapan” atau
“menyadap” harus diartikan sebagai sebuah proses, sebuah
cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan

sadapan.

Secara umum, terkait dengan penyadapan atau
tindakan menyadap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja
mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara
diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses,
suatu cara atau perbuatan menyadap.*® Selanjutnya masih
mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri penyadapan
(menyadap) dapat didefinisikan  sebagai  kegiatan
mendengarkan (merekam) informasi rahasia atau pembicaraan
yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang

yang bersangkutan.™

Secara umum, untuk menggambarkan apa yang

dimaksud penyadapan sendiri memiliki banyak istilah, ada

% 1bid.
¥ 1bid.
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yang menyebut penyadapan dengan istilah wiretapping.”’ Dan
ada juga yang menyebut istilah penyadapan dengan lawfull

interception.”!

Menurut 1.P.M. Ranuhandoko dalam bukunya yang
berjudul Terminologi Hukum, dikemukakan bahwa tindakan
penyadapan pada negara yang menganut hukum Aglo-Saxon
merupakan hasil analogi dari quare clausum fregit, yang dapat
diartikan sebagai memasuki ruangan tertutup, atau pekarangan
yang dipagari.?

Terkait dengan quare clausum fregit di atas, dapat
ditarik suatu hal yang penting dan harus diperhatikan, yakni
berkaitan dengan penyadapan yang melawan hukum atau
penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan
prosedur atau tata cara yang berlaku (unlawful interception).
Terkait dengan hal ini dapat dijelaskan si penyadap
(interceptor) akan memasuki ruang atau wilayah data yang
tidak bersifat publik (bersifat rahasia). Dengan demikian,
informasi yang ia dapatkan tentu saja bukan informasi yang

dapat diketahui oleh publik. Jangankan diketahui oleh publik,

20 Wirtapping adalah proses pengambilan informasi dari percakapan

orang lain tanpa diketahui orang itu. Istilah interception adalah perubahan
dari istilah wiretapping.

2! |stilah lawfull interception dipakai oleh Panca Pria Budi dalam

artikelnya yang berjudul “lawfull interception” yang dapat diartikan sebagai
“Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum”.

22 1. P. M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2006), him. Q.
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pada hakikatnya, si penyadap itu sendiri (interceptor)
merupakan orang atau pihak yang tidak berhak atas informasi
yang bersifat rahasia tersebut. Dengan demikian, tidakan
penyadapan yang dilakukan oleh si penyadap (interceptor)
merupakan atau dapat dikategorikan sebagai penyadapan yang
melawan hukum (unlawful interception). Selanjutnya, atas
penyadapan melawan hukum (unlawful interception) tersebut
diperlukan aturan hukum yang mengatur secara tegas
mengenai pembatasan tindakan penyadapan atau bahkan

pelarangan dilakukannya tindakan penyadapan.®®

Sampai dengan bagian ini, dapatlah dikatakan bahwa
penyadapan memang berpotensi melanggar hak untuk
berkomunikasi, berpotensi melanggar hak asasi manusia,
tepatnya hak atas privasi yang dijamin secara tegas dalam
undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Namun
demikian, perlu pula dikemukakan bahwa tindakan
penyadapan juga tidak mungkin dilakukan dengan
fragmenteris, karena tindakan penyadapan tidak dapat
dilakukan secara sistematis dan terukur dalam jangka waktu
tertentu. Termasuk dalam hal lawful interception (penyadapan
yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang
berlaku) dapat terjadi atau berpotensi terbukanya informasi

privasi nonpublik atau informasi yang bersifat rahasia milik

2% Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum
positif Indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 181.
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seseorang kepada publik atau masyarakat luas, hal ini
mungkin saja terjadi karena tindakan penyadapan itu sendiri
dilakukan dengan membuka ruang data privasi nonpublik
milik seseorang atau badan (breach of close). ** Namun
demikian, terdapat hal positif yang dapat diambil dari
tinddakan penyadapan, yakni dapat terungkapnya suatu tindak
pidana, membongkar kejahatan yang bersifat terorganisasi,
memberantas tindak pidana atau kejahatan yang bersifat
ekstra ordinari, membongkar dan memberantas tindak pidana
jenis baru yang semakin canggih, digunakan untuk pertahanan
dan keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang
berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya
nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul bahkan
terungkapnya tindakan atau kata-kata yang dapat mengganggu
ketentraman atau ketertiban umum (breach of peace) dan lain

sebagainya.”

2. Unsur-unsur tindak pidana penyadapan informasi

elektronik

Pada dasarnya jika suatu tindakan penyadapan dapat

dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur

1. P. M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 1.
% |bid.
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yang tertuang pada undang-undang nomor 11 tahun 2008

lebih tepatnya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan-hukum melakukan intersepsi atau penyadapan
atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dalam suatu Komputer dan/atau Sistim Elektronik
tertentu milik Orang lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain,
baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun
maupun yang menyebabkan adanya perubahan,
penghilangan,  dan/atau  penghentian. Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang
ditransmisikan.

D. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum Islam

1. Definisi Penyadapan Informasi Elektronik

Tindak pidana penyadapan tidak ditemukan dalam
hukum Islam, akan tetapi tindak pidana penyadapan termasuk
dalam katogori memata-matai (spionase) atau dalam Al-
Qur’an disebut dengan tajassus, dengan adannya teori ilmu

ushul figh dimana bila suatu hukum belum ditentukan status
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hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode giyas. Qiyas
adalah menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa yang
tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah

memiliki nash hukum, sebab sama dalam ‘i//at hukum.?
Ada 4 macam rukun giyas, yaitu:

a. Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang
telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

b. Fara’, yang berarti cabang, yanitu suatu peristiwa yang
belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang
dapat dijadikan sebagai dasar

¢c. Hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah
ditetapkan berdasarkan ash dan hukum itu pula yang akan
ditetapkan pada fara’ seandainya ada persamaan ‘illatnya.

d. ‘illat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu

yang dicari pada fara’.?’

Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa ada
kesamaan ‘/lat (sebab hukum) antara kegiatan tajassus dalam
Al-Qur’an dengan tindakan penyadapan, yaitu mengawasi
(memonitor) pembicaraan (rahasia) seseorang untuk

menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya.

?® Abdul Wahhab Khallaf, Ushul al-Figh al-Islam, (Kairo: Maktabah

Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942) , him. 52.

him. 58.

2" Ahmad Sanusi, Ushul Figh,( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015),
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Sehingga jika tindakan penyadapan ini digiyaskan
(disamakan) dengan kegiatan tajassus, perbuatan tersebut
haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. tajassus dalam
hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari
berita. Sedangkan secara bahasa yaitu jassa al-akhbar wa
tajassasaha artinya adalah mencari suatu berita. Seseorang
yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah
melakukan aktifitas tajassus, baik itu berita rahasia maupun
terang. Sedangkan orang yang melakukan aktifitas memata-
matai disebut dengan jasus (mata-mata). Tetapi aktifitas
mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita
entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa
saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan
termasuk aktifitas tajassus, selama tidak ada unsur mencari-
cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam
kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak
disebut tajassus. Sebab, yang disebut tajassus itu adalah yang

mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam.?

Namun apabila ada orang yang hanya mengumpulkan
berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi
mengumpulkan lalu disebarkan ke oranglain maka apa yang

dilakukan juga tidak disebut dengan tajassus. Oleh karena itu,

%8 syamsuddin Ramadhan, Tajassus (Spionase), (Bogor: Al-Azhar
Press, 2003) dari http://kangudo.wordpress.com (Diakses tanggal 8
September 2017, pukul 20:16 wib)
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untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita,
seperti halnya redaktur koran, jurnlis tidak disebut dengan
jasus (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai
niatan untuk melakukan aktifitas tajassus sedangkan
pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas
sebagai jasus (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang
bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia
melakukan tajassus, akan tetapi aktifitasnya yang memata-
matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk
melakukan aktifitas tajassus. Dan kebanyakan wartawan ada
seorang kafir harbiy. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro
mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita
maka disebut jasus, sebab aktifitasnya termasuk dalam

kategori tajassus. %

Seperti contoh juga pada zaman Rasulullah SAW,
Abdurrahman bin ‘Auf berkata, pernah saya meronda pada
suatu malam bersama Umar bin Khatab di Madinah. Tiba-tiba
kami melihat sorot lampu di sebuah rumah yang pintunya
berpaling dari orang banyak, mereka mengeluarkan suara-
suara keras dan kegaduhan. Maka berkatalah Umar, “ Ini
adalah rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka
sekarang sedang minum-minum, maka bagaimanakah

pendapatmu. “Saya menjawab, “Saya berpendapat bahwa kita

# bid.
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telah melakukan larangan Allah. Allah Ta’ala berfirman Wala
Tajassasu (janganlah kamu memata-matai) dan itu benar-
benar telah memata-matai. Maka Umar pergi meninggalkan

mereka.*
2. Dasar hukum penyadapan

Hukum tajassus menurut imam syaikh Tagiyuddin
an-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh), dan wajib,
ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Di
dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa Allah melarang
secara tegas apabila kegiatan tajassus dilakukan terhadap
seorang muslim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT

berfirman :

o

Zo GBI G S 1T el
vg.,a.wg_,:a./s Yj |}j~f«/.;- gj QA:-’:J&LIT&A-*:’

**Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi

(terj. Baharudin Abubakar dkk), Jilid.26, (Semarang: Toha Putra, 1993),
him. 230.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena
sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari  keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang
diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu
merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas Imam Qurthubiy telah

mengartikan sebagai berikut:

“Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian
membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah
seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya,
sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT

31
menutupnya.”

Dasar hukum tajassus selain dari Al-Qur'an dan

pendapat beberapa imam, dasar hukum tajassus juga terdapat
dalam beberapa hadits, diantaranya :

A L L8 Ge 5500 (e 43 b e
Wy Gl CRF all (8 Edall’s 2&0) 6 T aile

31 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, (terj. Akhmad

Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 79.
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L1 alll S 155 &7y ) s U3
Artinya : Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu
Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah
perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari
kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling
mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan
saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian
hamba-hamba  Allah yang bersaudara (HR.
Bukhari)”*

Al Al Sl L0 06 o e g S 0 A o Gl e

AL ALk AL 5 5081y & siflal ALy adle AT T () (8

Artinya : Dari Iyas bin Salamah bin Al akwa’ dari
bapaknya dia berkata, “ Nabi SAW didatangi oleh
seorang mata-mata kaum musyrikin sementara beliau
SAW Dberada dalam perjalanan. Orang itu duduk
bersama para sahabat Nabi dan berbicara. Kemudian
dia pun pergi. Nabi SAW bersabda, ‘Kejarlah ia dan

bunuhlah’. Akhirnya aku membunuhnya dan beliau

%2 |bnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari, (terj. Amiruddin), Jilid.29,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), him. 274.
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memberikan rampasannya kepadanya.” (HR. Bukhari

).33

Beberapa hadits di atas menjelaskan secara tegas
larangan terhadap kegiatan ~memata-matai, menyadap
pembicaraan orang lain atau mencari-cari berita dari orang
lain yang tersembunyi. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu
merupakan unsur-unsur dari kegiatan tajassus, yang sudah
diketahui jelas keharamannya. Oleh karena, tidak di ragukan
lagi bahwa kegiatan memata-matai seorang muslim hukumnya

adalah haram secara mutlak.

Apabila ada tindak kriminal yang sulit dalam mencari
bukti, dan salah satu cara hanya dengan memata-matainya,
secara Islam bukti tersebut juga ditolak karena diperoleh
dengan jalan memata-matai. Seperti tradisi barat, orang kafir
barat telah bias menggunakan detektif atau mata-mata untuk
mencari bukti kriminal, dengan cara menyadap telepon dan
dengan berbagai metode penyadapan lainnya yang

menyimpang.*

Sedangkan dalam kaidah fighiyyah yang berbunyi:

(Jakarta:

% Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, (terj. Amiruddin), Jilid.16,
Pustaka Azzam, 2014), him. 518
3 Abu Ameenah Bilal Philips, Tafseer Soorah Al Hujarat; Menolak

Tafsir Bid’ah ( terj. Elyasa Bahlawan), (Surabaya: Andalaus Press, 1990)
him. 150-151.
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O s
“kemadharatan harus di hilangkan”

Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-
Salam bahwa tujuan syari’ah itu adalah untuk meraih
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan
kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa
manfaat sedangkan mafsadah membawa mengakibatkan
kemadharatan. kemudian para ulama lebih merinci dengan
memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran
tertentu apa yang dimaksud maslahat. ** Tajassus adalah
perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu
Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus di hilangkan.
Artinya kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Begitu
pula dengan adanya berbagai macam sanksi dalam figh
jinayah  (hukum pidana Islam) adalah juga untuk

menghilangkan kemadharatan.*
3. Unsur-unsur penyadapan dalam Islam

Unsur-unsur penyadapan dalam Islam yaitu, seperti

yang telah dijelaskan pada definisi tajassus diatas, bahwa

** A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenamedia Group,
2006), him. 67.

*® Hasbiyallah, Figh dan Ushul Figh, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), him. 136.



seseorang yang dapat dikategoriakan melakukan tindakan

tajassus karena :

1. Adanya niat dari seseorang untuk melakukan tindakan
tajassus yang telah dilarang dalam surah Al-Hujurat ayat
12.

2. Mencari-cari atau mendengarkan berita lebih lanjut dari
orang lain, baik itu berita tertutup maupun berita terbuka.

3. Pelaku mengetahui bahwa mencari atau mendengarkan
berita dari orang lain adalah tindakan yang dilarang di
dalam negara atau agamanya.

4. Hukuman Penyadapan dalam Islam

a. Pengertian Hukuman dalam Islam

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari bahasa
arab yang berarti Uqubat. Uqubat adalah hukuman yang
dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang Yyang
melakukan kejahatan (jarimah). Ugqubat merupakan
balasan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan
(jarimah). Para fugaha mendefinisikan uqubat sebagai
balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan

kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas
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dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang

yang lain dari tindak kejahatan. *

Sedangkan pengertian hukuman menurut ‘Audah
adalah :
e delaall dAaladl 'y a2l L,,_A 43 gaxll
g S il o ae
“Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan
untuk kemaslahatan masyarakat karena
adanya pelanggaran atas ketentuan-

) 38
ketentuan syara’.

Tujuan dari penjatuhan hukuman dalam syari’at
Islam adalah yaitu pencegahan (ar-rad-u waz-zajru) dan
pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib).
Pengertian dari pencegahan sendiri adalah menahan
pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi,
atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan
jahatnya lagi. Selain mencegah oranglain agar tidak
melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah pelaku yang

sudah melakukan kejahatan agar tidak terus-menerus

%7 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-dasar Hukum Acara
Jinayah, ( Jakarta: Prenadania Group, 2016) him. 4.

** Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, ( Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015), him. 5.
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melakukan kejahatan lagi. Sebab dengan itu akan tahu

bahwa pelaku kejahatan akan dikenai hukuman.*

Hukuman dalam Islam dapat diterapkan apabila
sudah terpenuhi beberapa unsur, baik sifatnya umum
maupun  khusus. Ketentuan ini diterapkan dan
diberlakukan, karena dalam Islam hukuman dianggap
sebagai suatu tindakan ikhtiyat, bahkan hakim harus

mempunyai dua prinsip yang harus di tegakkan, yaitu :

1. Hindari hukuman hadd dalam perkara yang
mengandung hukum subhat.
2. Seorang hakim lebih baik salah memaafkan daripada

salah menjatuhkan hukuman.*

Khusus dalam masalah tindak pidana, maka tidak
dapat dipisahkan dari dua hal, ibarat dalam satu mata
rantai yang tidak akan pernah terputus. yaitu adalah
kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk larangan atau
perintah saja tidak akan mencegah seseorang untuk

berbuat atau melaksanakan kejahatan, maka dari itu

** Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : PT.

Bulan bintang, 1967), him. 255.

0 Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia,

(Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), him.112.
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diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang

melanggarnya.*

Seperti yang dikemukakan para ulama’ figh
bahwa pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu disyari’atkan, yaitu sesuai dengan
sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh
syari’at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ada
ketentuan nas. dalam bahas hukum disebut dengan
asas legalitas.

2. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak
pidana, kara pertanggungjawaban tindak pidana
hanya di pundak sang pelakunya, tidak boleh
melibatkan pranglain dalam tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang.

3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi
seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan
dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa
membedakan apakah itu orang kaya, miskin, rakyat
atau penguasa. Sehingga dalam jarimah gishas bila

pelakunya penguasa dikenakan hukuman pula.*

*1 Abdul Salam, Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta:
Ideal ,1987), him. 152.

*2 Hasbi ash-Shieddiqi, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1975), him.38.
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Klasifikasi Hukuman

Hukuman dalam Islam dikelompokkan dalam

beberapa jenis:

Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu

dengan yang lain, ada empat macam yaitu:

a.

Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan
secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan
sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas.
dalam figh jinayat hukuman ini disebut dengan
jarimah hudud.

Hukuman pengganti, vyaitu hukuman yang
diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman
pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang
syah. Seperti gishas diganti dengan diyat, dan
diyat di ganti dengan dimaafkan.

Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang
menyertai hukuman pokok tanpa adanya
keputusan hakim tersendiri, misal bagi pelaku
gazf, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh,
hak pewarisan hilang.

Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman
pokok dengan melalui keputusan hakim

tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong
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tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan

tanganya dilehernya.*®

Hukuman dilihat dari kewenangan hakim yang

memutuskan perkara, ada dua macam yaitu:

a.

b.

Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan
pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas,
artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah.
Contoh hukum dera bagi pelaku zina 100 kali
atau hukuman dera bagi pelaku penuduh zina 80
kali.*

Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya

hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu:

a.

Hukuman jasmani, seperti hukuman potong
tangan, rajam, dan di jilid.

Hukuman yang berkenaan dengan psikologis,
ancaman dan teguran.

Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan

harta.*®

Hukuman ditinjau dari segi besarnya hukuman yang

telah ditentukan, yaitu :

* Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia,
(YYogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), him.116.
“Ibid, him. 117.

* Ibid.
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Hukuman yang ditentukan macam dan besarnya,
di mana hakim harus melaksanakannya tanpa
dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan
hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman
keharusan” (uqubah lazimah).

Hukuman diserahkan kepada hakim untuk
dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman
yang ditetapkan oleh Syara’ agar bisa disesuaikan
dengan keadaan pembuatdan perbuatannya.
Hukuman ini disebut “hukuman pilihan” (

‘uqubah mukhayyarah).*®

5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang

diancamkan hukuman, yaitu :

a.

Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan
atas jarimah-jarimah hudud

Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman yang
ditetapkan atas jarimah-jarimah gishas-diyat
Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan atas
jarimah gishas-diyat dan beberapa jarimah ta zir
Hukuman ta’zir, yaitu yang ditetapkan untuk

jarimah-jarimah ta’zir."'

* Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : PT.
Bulan bintang, 1967), him. 262.

7 1bid.
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c. Pelaksanaan Hukuman

a. Pelaksanaan Hukuman jarimah hudud

Di dalam literatur figh didapatkan kesepakan
fugaha bahwa vyang berwenang menjalankan
pelaksanaan hudud yaitu imam (kepala negara) atau
wakilnya dalam hal ini bisa hakim atau petugas yang
diberi wewenang menjalankan pelaksanaan hukuman
hudud. Tiap pelaksanaan hukuman hudud ini harus
ada ijin imam, atau wakilnya yang ditunjuk (hakim
atau pelaksana yang diangkat oleh imam secara

resmi).*®
b. Pelaksanaan Hukuman jarimah gishas diyat.

Menurut prinsipnya pelaksanaan hukuman
adalah wewenang penguasa. Namun dalam jarimah
gishas diyat, pelaksanaan hukumannya dapat
dilakukan oleh korban  jarimah atau wakilnya.
Menurut pendapat fugaha, wali dapat melaksanakan
hukuman qishas, tapi harus dibawah pengawasan
penguasa atau petugas negara, hal ini untuk
menghindari kezaliman. Jika wali korban tidak bisa
sanggup melaksanakan, maka pelaksanaan hukuman

dilaksanakan oleh petugas negara. Terhadap hukuman

*® Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), him. 123.
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gishas yang bukan hukuman mati menurut Abu
Hanifah, korban jarimah jarimah diberikan wewenang
untuk dapat melakukan hukumannya, sedang menurut
Malik Syafi’i dan Hambaliyah berpendapat, bahwa
korban jarimah tidak boleh melaksanakan hukuman
gishas sendiri, karena dikhawatirkan melebihi batas

dan untuk menghindari kezaliman.*®
c. Pelaksanaan Hukuman jarimah ta’zir

Adapun pelaksanaan hukuman ta’zir ini
adalah mutlak menjadi hak wewenang kepala negara
(imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya.
Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai
wewenang untuk melaksanakannya maka ia dapat
dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau
hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi
masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara
itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang

melaksanakan hukuman za ’zir ini.>

* Ibid.

% 1bid, him. 124
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d. Hukuman tindak pidana penyadapan dalam Islam

Apabila tajassus dilakukan oleh kafir harbiy>* maka
hukumannya adalah dibunuh, bila diketahui bahwa ia adalah
mata-mata, atau telah terbukti bahwa dia adalah mata-mata.
Hal ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari

Salamah bin al-Akwa’ berkata :

“Seorang mata-mata dari orang-orang musrik
mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan orang itu
sedang safar. Lalu, orang itu duduk bersama sahabat
Nabi SAW, dan ia berbincang-bincang dengan para
sahabat. Kemudian orang itu pergi. Nabi SAW
berkata, “Cari dan bunuhlah dia” Lalu aku, (Salamah
bin al-Akwa’) berhasil mendapatkannya lebih dahulu

dari para sahabat lain, dan aku membunuhnya.”*

Imam Muslim juga meriwayatkan dengan perintah
senada namun dengan lafadz berbeda, Sedangkan dalam
riwayat Abu Na’iim dalam al-Mustakhraj, dari jalan Yahya al-
Hamaniy, dari Abu al-‘Umais, “Ketahuilah, bahwa dia adalah

mata-mata”. Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa

*! Kafir Harbiy, vyaitu kafir yg menjadi musuh Allah, musuh
Rasulullah, dan musuh kaum Muslimin. Kafir ini selalu membenci Islam, dan
senantiasa menumpahkan darah kaum Muslimin.
Mereka tidak henti-hentinya memerangi umat Islam, menyiksa, membunuh,
dan membantai.

°2 Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, ( Tangerang: Ar
Rahmah Media, 2006), him. 210.
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Rasulullah SAW telah menetapkan, bahwa ia adalah mata-
mata, kemudian beliau SAW berkata, “Cari, dan bunuhlah
dia.” Ini menunjukkan, bahwa thalab dari Rasul adalah thalab
yang pasti, sehingga sanksi bagi kafir harbiy yang mematai-
matai kaum muslimin, adalah dibunuh tanpa perlu komentar.
Ketentuan ini berlaku umum untuk semua kafir harbiy, baik
kafir mu’ahid, musta’'min, atau bukan mu’ahid dan

musta 'min.>

Bila tajassus dilakukan oleh kafir dzimmiy, maka
sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat
ia menjadi kafir dzimmiy disyaratkan untuk tidak menjadi
mata-mata, dan bila ia melakukan spionase dibunuh, maka
sanksi bila kafir dzimmiy tadi melakukan tindak tajassus,
maka hukumnya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun
bila saat ia menjadi kafir dzimmiy tidak disyaratkan apa-apa,
maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya,

atau tidak, bila ia melakukan tajassus.>*

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa
Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh seorang

kafir dzimmiy,> yakni mata-matanya Abu Sofyan (Furat bin

> bid.

> bid, him. 211.

> Kafir dzimmiy, yaitu kafir yang tidak memusuhi Islam, sebaliknya,
mereka adalah kafir yang tunduk kepada aturan negara Khilafah sebagai
warga negara, meskipun mereka tetap dalam agama mereka.
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Hayyan), kemudian sekelompok orang Anshor mendatangi
Furat bin Hayyan, lalu dia (Furat bin Hayyan) berkata, “Saya
muslim!”. Kemudian para shahabat berkata, “Dia telah
bersumpah menjadi seorang muslim.” Kemudian Rasulullah
bersabda, “Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang
menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu
adalah Furat bin Hayyan.” Hadits ini menunjukkan dengan
jelas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat
untuk membunuh Kkafir dzimmiy yang melakukan tindak
spionase (tajassus). Namun demikian, hal ini hanya berhukum
jaiz (boleh) bagi imam, tidak wajib seperti sanksi terhadap
kafir harbiy bila menjadi mata-mata. Dalil yang menyatakan
bahwa sanksi bunuh terhadap kafir dzimmiy jaiz (boleh) dan
tidak wajib, adalah, hadits di atas tidak memiliki garinah yang
bersifat jaazim (garinah yang pasti). Maka hadits di atas
thalab-nya (tuntutannya) menjadi tidak pasti (ghairu jaazim).
Ada garinah yang menunjukkan bahwa thalab pada hadits itu
tidak pasti (ghairu jaazim) yakni, nash hadits di atas
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung
membunuh Furat bin Hayyan, sekedar mengetahui bahwa ia
adalah mata-mata, padahal kafir harbiy yang disebutkan
dalam hadits Salamah bin al-Akwa’, Rasulullah SAW
langsung memerintah untuk membunuhnya sekedar setelah
ditetapkan bahwa ia adalah mata-mata. Rasulullah SAW

bersabda kepada kaum muslimin, “Cari dan bunuhlah dia!”
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Dalil ini menunjukkan, bahwa beliau tidak langsung
membunuhnya, padahal Rasulullah SAW mengetahuinya
bahwa ia adalah kafir dzimmiy, dan ini tampak jelas dari
lafadz hadits, “dan dia adalah (kafir) dzimmiy, dan seorang
mata-mata”, yakni bahwa dia (Furat bin Hayyan) telah
diketahui oleh beliau SAW. Ini juga tampak jelas dari ucapan
Rasulullah SAW, “dan sebagian dari mereka itu adalah Furat
bin Hayyan.” Atas dasar itu, Rasulullah SAW telah berkata
kepada kafir harbiy yang melakukan tindak tajassus, “Cari
dan bunuhlah dia!”. Sedangkan untuk Furat bin Hayyan
beliau Rasulullah SAW sekedar memerintahkan untuk
membunuhnya, namun tidak memerintahkan kaum muslimin
untuk mencarinya. Ini menunjukkan dengan jelas, ada
perbedaan antara kedua riwayat tersebut; riwayat Salamah bin
Akwa’ dengan Furat bin Hayyan. Terhadap kafir harbiy, maka
tuntutan untuk membunuh bila mereka melakukan tindak
spionase, adalah tuntutan yang pasti (thalab jaazim),
sedangkan tuntutan untuk membunuh kafir dzimmiy, bukanlah
tuntutan yang pasti (ghairu jaazim). Ini menunjukkan bahwa
membunuh mata-mata dari kalangan kafir dzimmiy, atau tidak,

hukumnya adalah jaiz (mubah).>®

Adapun bila seorang muslim memata-matai kaum

muslimin dan kafir dzimmiy untuk kepentingan musuh, maka

% 1bid, him. 212.
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ia tidak dibunuh. Sebab, Rasulullah SAW telah memerintah
untuk membunuh kafir dzimmiy (bila mereka melakukan
tindak spionase), namun ketika ia menjadi muslim, maka
hukuman bunuh itu dibatalkan. Rasulullah SAW telah
memerintahkan untuk membunuh Furat bin Hayyan, seorang
kafir dzimmiy sekaligus sebagai mata-mata, namun ketika para
sahabat berkata,

“Wahai Rasulullah, dia telah bersumpah menjadi
seorang muslim.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak
keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah

’

Furat bin Hayyan.’

Maka ‘illat dibatalkannya hukum bunuh, karena ia
telah menjadi seorang muslim. Imam Ahmad meriwayatkan
hadits ini dari Sofyan Bisyr bin al-Sariy al-Bashariy, dan dia
termasuk orang yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
Dengan demikian hadits ini sah sebagai dalil. Maka riwayat
Imam Ahmad tersebut diatas bisa digunakan sebagai dalil,
bahwa sanksi atas seorang muslim yang melakukan tindak
tajassus, tidaklah dibunuh. Namun, ia diberi sanksi
sebagaimana ketetapan yang dijatuhkan oleh khalifah maupun
gadliy. Aktivitas tajassus yang dilakukan oleh seorang
muslim kepada kaum muslimin lainnya, bukan untuk

kepentingan musuh, namun sekedar memata-matai saja, maka
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syara’ tidak menetapkan sanksi tertentu atas kema’shiyatan
ini. Akan tetapi akan dijatuhi sanksi ta’ziiriyyah Yyang

kadarnya ditetapkan oleh seorang gadliy (penguasa).’’

" 1bid, him. 215.
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TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 DAN PENDAPAT PARA ULAMA

A. Landasan Yuridis atau Pengaturan Penyadapan dalam
Hukum Positif
Landasan Yuridis secara sederhana dapat diartikan
sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan
yuridis inilah yang menjadi dasar kewenangan untuk
membuat peraturan perundang-undangan yang akan disahkan
dan diterapkan. Landasan hukum ini akan memberikan
kewenangan kepada seorang pejabat atau suatu badan atau
lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-
undangan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk
membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat
diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat
tanpa diatur secara tegas dalam peraturn perundang-undangan
seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan
suatu peraturan. Selanjutnya, apabila hal ini terjadi, sebagai
konsekuensinya maka peraturan yang dikeluarkan tersebut
menjadi peraturan yang cacat hukum.*
Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apabila

suatu produk hukum dikeluarkan oleh pejabat yang tidak

! Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum
positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 46.
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berwenang untuk itu maka setiap produk-produk hukum yang
dikeluarkan tersebut akan menjadi batal demi hukum (van
rechtwegenieting) atau dianggap tidak pernah ada dan segala
akibat yang ditimbulkan dari produk hukum tersebut menjadi
batal demi hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara
argumen a contrario, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga
atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang.?

Hal kedua yang penting untuk diperhatikan dalam
landasan yuridis ini adalah berkaitan dengan kesesuaian
bentuk dan isi atau kesesuaian atara jenis dan materi muatan
yang dikandung didalamnya. Dalam merumuskan sebuah
peraturan perundang-undangan terdapat kewajiban adanya
kesesuaian antara bentuk atau jenis produk-produk hukum
dengan materi atau subtansi atau muatan yang diatur dalam
produk hukum tersebut.

Poin penting selanjutnya berkaitan dengan landasan
yuridis ini adalah berkaitan dengan cara-cara (prosedur-
prosedur) atas mekanisme yang harus dilakukan dalam proses
pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan
lain, suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus

dilakukan sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan.

2 Ibid. him. 47
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Sebaliknya, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, makai
sebagai konsekuensinya, produk-produk hukum tersebut
belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat
dibatalkan. Yang terkahir, penting pula untuk diperhatikan
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di
indonesia bahwa peraturan perundang-undangan Yyang
dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan
perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa peraturan
perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di
indonesia.’

Selain beberapa hal di atas, dalam membuat sebuah
peraturan perundang-undangan atau suatu produk hukum
termasuk di dalamnya membuat ketentuan peraturan
perundang-undangan Yyang berkaitan dengan tindakan
penyadapan, juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini.*

a. Kejelasan tujuan
Secara sederhana, kejelasan tujuan ini dapat dimaknai

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

* Ibid.

* Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor
46/DPD RI/1V/2010-2012 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan
Nasional, him. 11-12.
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undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai.

Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-
undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara
filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan masyarakat , berbangsa, dan
bernegara.

Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi,
serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti,
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan
mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan
demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
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masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan tersebut.’

Adapun landasan yuridis tindakan penyadapan di
indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang,
Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisisan Republik
Indonesia, serta dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
bahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Undang-Undang lainnya.

Terkait dengan pengaturan tindakan penyadapan
dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif
indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul,
terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan
sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan
penyadapan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya masyarakat
indonesia telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai
tindakan penyadapan ini memang telah diatur secara tegas
dalam beberapa undang-undang yang Dbersifat khusus
meskipun tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci.
Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa didalam

konstitusi indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945

> Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum
positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 48.
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dengan segala amandemennya telah dengan gamblang
menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang
harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan
diri seseorang terhadap hal-hal pribadi atau hal-hal yang
bersifat privasi, hak untuk mengeluarkan pikiran, hak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
hak atas rasa aman dan tentram.® Hal yang sama ditegaskan
kembali dalam Pasal 28 | ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan
Untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan
dituangkan dalam peraturan prundang-undangan.” Selain
itu, dalam Pasal J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
dikemukakan dengan tegas bahwa: “ Setiap orang wajib
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.’

Meskipun demikian, Pasal 28 J ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 dikemukakan pula bahwa: “ Dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

® Ibid. him. 49
7 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J
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tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kiranya
dapat disimpulkan bahwa negara bertanggung jawab dan
harus menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Namun
demikian, dalam situasi dan kondisi khusus, yaitu dalam “
tuntutan keamanan dan ketertiban umum Undang-Undang
Dasar 1945 dengan tegas melakukan pembatasan terhadap hak
asasi manusia. Ini artinya, demi kepentingan umum dan
menciptakan suatu keamanan maka tindakan penyadapan
meskipun dikhawatirkan akan menderogasikan bahkan

meniadakan hak asasi manusia tetap dapat dilakukan.

Oleh karena itu, dapat pula disimpulkan bahwa
tindakan penyadapan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan
dengan sembarangan, tanpa aturan, tanpa izin, tanpa
pengawasan, tanpa tujuan, tidak sesuai dengan aturan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (yang dalam
hal ini tidak hanya norma hukum melainkan harus pula

memperhatikan norma-norma lain, misalnya etika, norma
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kesopanan, norma kepantasan, norma kelayakan, dan lain
sebagainya). Sebaliknya, tindakan penyadapan harus
dilakukan secara cermat, hati-hati, disiplin, sesuai dengan
hukum vyang berlaku, sesuai dengan SOP (Standar
Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan serta disesuaikan
dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan lain

sebagainya.?

Pada hakikatnya, tindakan penyadapan merupakan
suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan
meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau
sekelompok orang yang disadap, karena suatu informasi yang
disadap tentu bukanlah informasi yang bersifat umum
melainkan sesuatu Yyang bersifat rahasia. Sudah tentu
informasi yang bersifat rahasia ini bukan lah informasi yang
sepatutnya diketahui oleh orang lain atau orang yang tidak
berhak untuk itu, termasuk oleh aparatur penegak hukum yang
melakukan tindakan penydapan. Terlebih lagi apabila
informasi yang bersifat rahasia itu dipublikasikan kepada
khalayak ramai atau publik (misalnya hasil sadapan
diputarkan dipengadilan yang terbuka untuk umum dimana
dalam hasil sadapan tersebut banyak muatan atau substansi

diluar konteks pembuktian perkara yang bersangkutan), sudah

® Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum

positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 51.
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tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap
hal-hal yang semacam ini tentulah hukum kembali mengambil

peranannya.’

Meskipun demikian, sebagaimana telah dikemukakan
pada bagian sebelumnya, untuk beberapa hal tertentu atau
untuk keadaan-keadaan yang bersifat khusus, hak asasi
manusia yang sedemikian ketat dijaga dan ditegak kan dapat
dikesampingkan sehingga tindakan penydapan dapat tetap
dilakukan. Keadaan khusus atau hal-hal tertentu tersebut,
misalnya untuk membuat terang suatu perkara yang sulit
pembuktiannya, untuk menemukan pelaku tindak pidana yang
terorganisasi, untuk membongkar sindikat pelaku tindak
pidana berkerah putih, untuk menggagalkan rencana
melakukan tindak pidana, untuk membuat terang pidana yang
menggunakan teknologi modern atau teknologi canggih, dan

lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapatlah
kiranya dikatakan bahwa tindakan penyadapan merupakan
salah satu upaya luar biasa dalam rangka mencegah dan
memberantas tindak pidana modern atau tindak pidana jenis
baru yang semakin berkembang dewasa ini. Dilihat dari sudut
pandang yang lain, dapat pula disimpulkan bahwa meskipun

kostitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar

? Ibid. him. 52
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1945 melindungi hak asasi manusia tepatnya hak pribadi atau
privasi seseorang, namun untuk beberapa kondisi dan keadaan
tertentu ( Misalnya, melihat dampak dari tindak pidana yang
akan sangat meluas, merusak sendi-sendi kehidupan bangsa,
mengancam stabilitas perekonomian dan keuangan negara,
kejahatan terhadap kemanusiaan , mengancam stabilitas
keamanan negara, bahkan mengancam stabilitas atau
eksistensi negara itu sendiri) maka terdapat pengecualian atau
pengesampingan terhadap perlindungan hak asasi manusia
khususnya hak pribadi atau privasi atas kehidupan seseorang
sebagai sebuah pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan atau

kepentingan kelompok, maupun segala korespondensinya.*®

Hukum positif di indonesia, sebagai landasan yuridis
yang mengatur dan melegitimasi tindakan penyadapan ini
telah diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan
tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 bagian besar ,yaitu
ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini, dalam putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi dan dalam peraturan kepala Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pada beberapa

Rancangan Undang-Undang, misalnya Rancangan KUHAP

% pid.
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dan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan serta Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi. Dengan
demikian, dalam bab ini penulis akan membahas Peraturan

Perundang-Undangan mengenai tindakan penyadapan.

Dilihat dari Peraturan perundang-undangan (Undang-
Undang) yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai tindakan
penyadapan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengaturan
secara implisit (pengaturan tidak tegas) maupun secara
eksplisit (pengaturan dengan tegas). Meskipun demikian,
apabila dilihat dari rumusan-rumusan ketentuan atau Pasal
dalam peraturan perundang-undangan tersebut, muncul
beberapa persoalan yang mendasar. Persoalan mengenai
penyadapan bukanlah permasalahan yang baru, namun
sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya,
persoalan mengenai penyadapan muncul karena terdapat
dualisme norma dan diantara ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telah ada, tidak mengatur dengan
jelas dan tegas bagaimana prosedur dan tata cara untuk
melakukan penyadapan secara rinci sehingga tindakan
penyadapan yang dilakukan tidak melanggar hak asasi

manusia.™!

Selajutnya, penulis membahas tentang peraturan

perundang-undangan mengenai tindakan penyadapan yang

" Ibid. him 53
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dilakukan secara ilegal atau penyadapan yang dilakukan
diluar ketentuan hukum, yang telah diatur dalam Pasal 31
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dikemukakan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan
indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat
nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat
dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan
teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga,

memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan
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nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi
kepentingan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat; bahwa  pemerintah  perlu  mendukung
perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur
hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi
informasi  dilakukan secara aman untuk mencegah
penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan

sosial budaya masyarakat Indonesia.*?

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat 3
hal yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan tindakan
penyadapan. 3 hal tersebut adalah “perkembangan dan
kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum
baru”, “penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan
peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional”

3

serta “ pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara
aman  untuk  mencegah penyalahgunaan  dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya

masyarakat Indonesia. "*?

"2 Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum
positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 76
* Ibid. hlm. 76.
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Dengan demikian, perkembangan atau globalisasi
informasi yang salah satunya ditandai dengan adanya
perkembangan teknologi informasi harus dilakukan semata-
mata untuk mencapai tujuan nasional dan untuk mencapai
kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam
masyarakat. Dengan perkataan lain, perkembangan teknologi
informasi dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana modern yang marak terjadi dewasa ini.
Sebaliknya, bagi mereka yang memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi untuk melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan hukum maka dapat dikualifikasikan

sebagai tindak pidana.**

Terkait dengan tindak pidana penyadapan, dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 31 ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan-hukum melakukan intersepsi atau penyadapan
atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dalam suatu Komputer dan/atau Sistim Elektronik
tertentu milik Orang lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan

hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

“bid. him. 77
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Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain,
baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun
maupun yang menyebabkan adanya perubahan,
penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik
danfatau = Dokumen  Elektronik  yang  sedang
ditransmisikan.

3. Kecuali intersepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainya yang ditetapkan
bersasarkan Undang-Undang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

peraturan pemerintah.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat
(1) sampai dengan ayat (4) di atas, dapat dilihat bahwa
tindakan penyadapan mungkin untuk dilakukan. Namun
demikian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan tidak
dapat dilakukan dengan sembarangan. Dengan perkataan lain,
di dalam undang-undang ini terdapat dua kategori tindakan

penyadapan, yakni penyadapan yang tidak sesuai dengan
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hukum atau penyadapan illegal dan penyadapan yang
dilakukan sesuai dengan hukum (dalam penjelasan
berikutnya, keadaan ini disebut dengan istilah “lawful
interception”, sedangkan penyadapan yang tidak sesuai
dengan  hukum disebut dengan istilah  “unlawful

interception”).

Terkait dengan tindakan penyadapan yang tidak
sesuai dengan hukum atau penyadapan illegal, menurut
undang-undang ini, perbuatan yang demikian dapat
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat
dilihat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

menyatakan bahwa:

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Sebaliknya, berdasarkan Pasal 31 ayat (3) undang-
undang ini, tindakan penyadapan dapat dilakukan apabila

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan
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kepolisian, kejaksaan dan/atau intuisi penegak hukum lainnya

yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.™

C. Pendapat Ahli Hukum tentang Penyadapan Informasi
Elektronik

Para ahli hukum juga berpendapat mengenai tindak
pidana penyadapan informasi elektronik, Interception berasal
dari kata intercept yang dalam bahasa indonesia dapat
diartikan sebagai tindakan penyadapan. Dalam Oxford
Dictionary, intercept didefinisikan to cut off from access or
communication **(penyadapan sebagai alat untuk memotong
atau memutus akses atau memotong atau memutus
komunikasi). Di sisi lain, Abdul Hakim Ritonga menyatakan
bahwa, interception atau dalam bahasa indonesia dapat
diterjemahkan sebagai intersepsi atau penyadapan adalah
tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat,
dan/atau mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat
publik, baik menggukan jaringan kabel komunikasi maupun

jaringan nirkabel.*’

* Ibid. him. 78

18 http://www.thefreedictionary.com/intercept. (Diakses tanggal 21
November 2017, pukul 08:10 wib).

7 Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum
positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 184.
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Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, untuk
menggambarkan tindakan penyadapan tidak menggunakan
istilah intercept melaikan menggunakan istilah wiretapping
yang diartikan sama dengan penyadapan. Menurut Black’s
Law Dictionary, ‘“Wiretapping, A from of electronic
equesdropping, where, upon court order, enforcement
officials surreptitiously, listen to phone calls” (penyadapan
adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik,
dimana tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah
pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan
secara resmi, dengan cara mendengarkan pembicaraan

telepon).’®

Berdasarkan beberapa hal diatas, dapat dilihat bahwa
wiretapping atau penyadapan atau dalam istilah lain
digambarkan dengan istilah intercept memiliki persamaan
atau pengertian yang serupa dengan istilah eavesdropping.
Adapun yang dimaksud dengan eavesdropping menurut
Black’s Law Dictionary adalah: “Eavesdropping is knowingly

an without lawful authority” (menguping adalah dengan

18 Henry Campbell Black, M.A, 1996, Black’s Law Dictionary With

Pronounciations, Abridged Fifth Editio, ST Paul, Minn: West Publishing Co,
Page 852.
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sengaja mengetahui sesuatu dan dilakukan tanpa hak yang
sah).™

Pendapat dari ahli hukum lain mengenai penyadapan
informasi elektronik yaitu dari Mohammad Fajrul Falaakh
yang menyatakan bahwa, penyadapan dilarang pada ayat (1)
dan ayat (2) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
yang telah dijelaskan diatas, yaitu sebagai bagian dari
larangan pada keseluruhan Bab VII Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008, tetapi rumusan ayat (3) jadi
“membingungkan”. Ayat (3) itu “tidak selesai” sebagai suatu
kalimat karena tidak memiliki keterangan. Mungkin dapat
dibenarkan untuk menduga, bahwa ayat (3) itu bermaksud
mengecualikan Intersepsi dari pelarangan oleh Bab VII.
Menurut Mohammad Fajrul, andaikata maksud Pasal 31 ayat
(3) itu adalah membolehkan “intersepsi yang dilakukan dalam
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau intuisi penegak hukum lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang” maka pengecualian
terhadap larangan penyadapan seperti ini juga mengandung

bahaya.?

¥ 1bid. him. 185.
2% puteri Hikmawati, Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, (
Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), him. 24.
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D. Contoh Kasus Penyadapan Informasi Elektronik di

Indonesia

Tribunnews.com, jakarta - Calon gubernur petahana
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali
dilaporkan ke polisi. Kali ini, Ahok dilaporkan atas dugaan
penghinaan Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin dan isu
penyadapan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Pelapornya bukan orang baru. Adalah Ketua Umum
Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, didukung pengacara
Egi Sudjana, yang kembali melaporkan Ahok ke Bareskrim
Polri, Gedung KKP, Jakarta, Senin (6/2/2017). Sam mengaku,
kali ini dirinya melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan
penghinaan Ma'ruf Amin dan isu penyadapan mantan presiden
SBY dengan sumber kejadian perkara materi persidangan
kasus penodaan agama terdakwa Ahok di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, pada
31 Januari 2017 lalu. "Saya juga bawa barang bukti dan
didampingi pengacara Pak Egi Sujana dan setelah ini kami
akan kasih laporan dan barang buktinya. Nanti buktinya saya
tunjukkan,” kata Sam setiba di kantor Bareskrim Polri.
Menurut Sam, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Ahok
dalam persidangan di PN Jakut pada 31 Januari lalu telah
membuat resah dan gaduh masyarakat serta antar-umat
beragama di Indonesia. Ketua Umum Pengusaha Indonesia

Muda, Sam Aliano, melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri atas
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tuduhan melakukan penyadapan perangkat komunikasi SBY
dan penghinaan terhadap Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Senin
(6/2/2017). Sam didampingi pengacara Egi Sudjana. Ketua
Umum Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, melaporkan
Ahok ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan penyadapan
perangkat komunikasi SBY dan penghinaan terhadap Ketua
MUI KH Ma'ruf Amin, Senin (6/2/2017). Sam didampingi
pengacara Egi Sudjana. Kegaduhan yang dibuat Ahok bukan
kali pertama itu saja. Menurutnya, jika benar percakapan
telepon mantan Presiden SBY dan Ma'ruf Amin disadap oleh
pihak Ahok, maka hal itu menjadi perbuatan melawan negara.
Sam tidak menjawab saat ditanya oleh wartawan tentang
alasan dirinya yang melaporkan isu penyadapan SBY kendati
dia bukan sebagai pihak yang dirugikan atau korban. Dia
justru mendorong agar DPR RI mengajukan hak angket ke
pemerintah. "Karena penyadapan ini membahayakan Kkita
semua, karena penyadapan ini merugikan banyak pihak, maka
kita pikir harus hak angket. Karena penyadapan ini menjadi
permasalahan besar negeri ini,” katanya. Diketahui, Sam
Aliano juga pernah melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri pada
21 November 2016 lalu. Saat itu, dia melaporkan Ahok
karena tersinggung atas ucapan Ahok yang menyebut peserta

aksi 411 mendapat bayaran Rp.500 ribu. Namun, laporannya
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saat itu hanya bersumber pemberitaan di portal berita asing,
ABC News.?

Kasus penyadapan diatas merupakan kasus
penyadapan terakhir yang terjadi di indonesia, sebelumnya
sejak tahun 2013 di indonesia juga pernah terjadi kasus
penyadapan. Berikut kasus penyadapan paling fenomenal
yang pernah terjadi sejak tahun 2013 lalu:

1. November 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama
sembilan petinggi negara menjadi korban sadap. Pelakunya
adalah Australia. Penyadapan itu dilakukan pada 2009.
Kepastian soal penyadapan tersebut didapatkan dari bocoran
Edward Snowden. Kasus itu membuat hubungan Indonesia
dengan Australia memanas. Duta besar Indonesia untuk
Australia dipulangkan. Australia menolak meminta maaf atas

kasus itu.

Penyelesaian: Tidak ada ending yang jelas. Kasus tidak

berlanjut.
2. Februari 2014

Joko Widodo yang masih menjabat gubernur DKI

Jakarta menjadi korban penyadapan. Hal itu disampaikan oleh

*! http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/06/ahok-

dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-dugaan-penyadapan-sby-dan-penghinaan-
kyai-maruf-amin (Diakses tanggal 7 Januari 2018, pukul 19:00 wib)
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Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyatakan bahwa
Jokowi disadap pada Desember 2013. Tiga alat sadap
ditemukan di rumah dinas gubernur. Beberapa pihak
mempertanyakan minimnya bukti penyadapan itu. Sebagian
pihak malah menilai hal tersebut sebagai strategi untuk
menaikkan pamor Jokowi. Penyelesaian: Tidak ada ending

yang jelas. Kasus tidak berlanjut.
3. November 2015

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya
Novanto (Setnov) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
dengan bukti transkrip percakapan Setnov dengan petinggi PT
Freeport Indonesia. Setnov akhirnya mengundurkan diri dari
kursi ketua DPR. Tapi, dia mengajukan gugatan ke MK
bahwa hasil penyadapan ilegal tak bisa dijadikan barang
bukti. Gugatan dikabulkan olenh MK. Sudirman dilaporkan ke
Bareskrim terkait dengan pencemaran nama baik, bukan

perekaman ilegal.

Penyelesaian: Tidak ada ending yang jelas. Kasus tidak

berlanjut.?

? https://www.jawapos.com/read/2017/02/06/107542/4-kasus-
penyadapan-ilegal-paling-fenomenal-sby-2-kali-jadi-korban (Diakses tanggal
7 Januari 2018, pukul 19:26 wib)



E. Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam
Hukum Islam.

1. Pendapat Ulama tentang Penyadapan

Beberapa Ulama juga berpendapat tentang tindakan
penyadapan informasi elektronik atau dalam hukum Islam

yang disebut dengan tajassus.

a. Amirul Mukminin Umar bin Khaththab r.a berkata,
o Ll 223 il L V) Gaall L e an jA RIS I Y
Slasis il

“Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan
yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali
dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya
engkau selalu membawa perkataannya itu kepada

prasangka-prasangka yang baik.”

b. Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah
berkata ketika menafsirkan ayat ke 12 dari surat Al-
Hujurat, “haram mencari kesalahan dan menyelidiki
aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta
menelitinya.”

c. Syekh As-Sa’di rahimahullah berkata, “janganlah
kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan

janganlah kalian menyelidikinya.”
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d. Murid dari Syaikh as-Sa’di yaitu Syaikh Muhammad
bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata,
“tajassus Yyaitu mencari aib-aib orang lain atau
menyelidiki kejelekan saudaranya.”

e. Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin
Ishag Alu Syaikh juga menuturkan ketika beliau
menafsirkan, “maksudnya adalah atas sebagian kalian.
Kata ‘tajassus’ lebih sering digunakan untuk suatu
kejahatan. Sedangkan kata ‘tahassus’ seringkali
digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang
difirmankan Allah Ta’ala, yang menceritakan tentang
Nabi Ya’qub ‘alaihissalam, di mana Dia berfirman

dalam surat Yusuf ayat 87.

Ty ) n 5 103 (5

(Ya’qub berkata) “Wahai anak-anakku, pergilah
kalian, carilah  berita tentang Yusuf dan
saudaranya...” (QS. Yusuf: 87)

Namun terkadang kedua kata tersebut digunakan
untuk menunjukkan hal yang buruk, sebagaimana

ditegaskan dalam hadist sahih di atas.

g. Imam Abu Hatim al-Busti rahimahullah berkata,
“tajassus adalah cabang dari  kemunafikan,

sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik
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merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal
akan berprasangka baik kepada saudaranya, dan tidak
mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan
orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk
kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat
jahat dan membuatnya menderita.””
2. Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Wagqi’iyah
Muktamar Nadhatul Ulama XXXI1 2010 23 Sampai 27

Maret 2010

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi
menggunakan telephon, sehingga memudahkan untuk
melakukan pembicaraan antar pihak. Pada saat yang sama
melalui telephon dapat mengintip pembicaraan orang lain lain,
baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap.
Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah,
mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat yang super
canggih. Yang marak di negeri ini adalah sadap yang
dilakukan oleh para penegak hukum, seperti Komisi
Pemberantan Korupsi (KPK) untuk sarana penegakan hukum.
Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan

orang lain melalui telephon untuk mengetahui isi pembicaraan

% https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-cari-

kesalahan-orang-lain.html (Diakses tanggal 20 Desember 2017, pukul 20:12

wib).
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orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik

maupun untuk tujuan jahat.

Hukum mengintai, mendengar, dan merekam
pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya
haram, karena termasuk tajassus (mencari-cari kesalahan
orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar ma’ruf
nahi munkar dan ada gholabatuzh zhan (dugaan kuat) atas
terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang
lain. Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi

sah sebatas untuk bukti pendukung.?

** Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Wagqi’iyah Muktamar
Nadhatul Ulama XXXI1 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK
PIDANA PENYADAPAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM

UU NOMOR 11 TAHUN 2008

A. Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi

Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

Kemajuan teknologi saat ini di Indonesia begitu
signifikan, melahirkan adanya suatu tindakan yang melanggar
hukum berupa penyadapan informasi elektronik. Seperti
contoh penyadapan informasi elektronik yang dilakukan pada
tahun 2009 oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) bersama sembilan petinggi negara.' Oleh
karena itu terbentuk berbagai undang-undang yang dijadikan
sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan
penyadapan informasi elektronik. Yang mana telah diatur
secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat
khusus akan tetapi tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan
terperinci. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar
1945 dengan segala amandemennya menjelaskan bahwa salah
satu bentuk hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi

oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal-

! http://m.gresnews.com/berita/tips/8062-ancaman-pidana-

penyadapan-secara-ilegal/ (Diakses tanggal 16 November 2017, pukul 16:41

wib).
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hal pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi, hak untuk
mengeluarkan pikiran, hak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman, dan

tentram.?

Menurut penulis, pengaturan mengenai penyadapan
muncul karena berdasarkan pada dalam UUD 1945 bahwa
suatu hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi harus
dilindungi seperti halnya hak berkomunikasi.® Sehingga dalam
hal ini pemerintah menetapkan peraturan berupa undang-
undang yang bersifat khusus mengenai penyadapan informasi
elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1)

sampai ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan-hukum melakukan intersepsi atau penyadapan
atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dalam suatu Komputer dan/atau Sistim Elektronik
tertentu milik Orang lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak

? Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum

positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 49.

* Hwian Christianto, Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif

Hukum Pidana, Jurnal Prioris, Vol. 5 (2) 2016, him. 96.
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bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain,
baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun
maupun yang menyebabkan adanya perubahan,
penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik
danfatau  Dokumen  Elektronik  yang  sedang

ditransmisikan.

Seperti yang telah di jelaskan pada Pasal 31 ayat (1)
sampai ayat (2) penulis setuju bahwa suatu tindakan dapat
dikatakan sebagai tindak pidana penyadapan informasi
elektronik harus memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal
diatas. Unsur setiap orang yang terdapat pada Pasal tersebut
berarti siapa saja atau seseorang yang tanpa hak dengan
sengaja, tanpa hak disini memiliki arti sebagai perbuatan
melawan hukum, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku
penyadapan atau intersepsi. Yang dimaksud dengan intersepsi
atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan,
merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi Informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan
jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti

pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.*

* Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Penjelasan Pasal 31 ayal (1), him. 131.
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Mengenai undang-undang di atas seorang pakar
hukum Abdul Hakim Ritonga juga sependapat bahwa
interception atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan
sebagai intersepsi atau penyadapan adalah tindakan
mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik, baik
menggukan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan
nirkabel. ° Pendapat dari ahli hukum lain mengenai
penyadapan informasi elektronik yaitu dari Mohammad Fajrul
Falakh yang menyatakan bahwa, penyadapan dilarang pada
ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 yang telah dijelaskan diatas, yaitu sebagai bagian
dari larangan pada keseluruhan Bab VII Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008.°

Jadi bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 31 ayat (1)
sampai ayat (2) memuat pengertian dan unsur tentang tindak
pidana penyadapan informasi elektronik, pengertian
penyadapan dari pendapat pakar hukum Abdul Hakim
Ritonga dikatakan sama dengan pengertian yang terdapat pada
Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) hanya saja dari pendapat

pakar hukum tersebut menambahkan penjelasan lebih tentang

> Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum

positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), him. 184.

® Puteri Hikmawati, Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, (

Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), him. 24.
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bagaimana cara mentrasmisikan data elektronik yang disadap
yaitu dengan menggunakan jaringan kabel atau nirkabel.
Menurut penulis penjelasan yang ditambahkan memang
sesuai, karena pada dasarnya tindakan penyadapan informasi
elektronik dilakukan dengan cara mencatat transmisi data

elektronik menggunakan sebuah jaringan.

Hukuman bagi orang yang melakukan penyadapan
informasi elektronik sudah tertera dalam undang-undang dan
diterapkan pada kehidupan masyarakat. Setidaknya orang
yang akan melakukan tindakan penyadapan informasi
elektronik secara sudah mengetahui bagaimana hukuman atas

tindakan penyadapan informasi elektronik tersebut.

Dalam ketentuan pidana Pasal 47 undang-undang
nomor 11 tahun 2008 telah ditetapkan bagi pelaku
penyadapan informasi elektronik secara ilegal. Karena

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah)”
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Adapun menurut penulis tentang hukuman tindak
pidana penyadapan informasi elektronik di dalam Pasal 47
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 menekankan pada
transmisi informasi dan atau dokumen elektronik dari, ke, dan
di dalam komputer. Tindak pelanggaran yang dikemukakan
adalah tindak penyadapan informasi dan/atau dokumen
elektronik yang bukan diperuntukkan untuk konsumsi publik
atau khalayak ramai entah itu menyebabkan kerusakan atau
tidak. Dengan demikian, dalam ketentuan undang-undang
diatas, apabila memenuhi unsur dalam Pasal 31 ayat (1) atau
(2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik
akan dikenakan hukuman pidana yaitu dipenjara dalam waktu
10 tahun, atau akan dikenakan denda paling banyak
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan seperti
yang termuat dalam Pasal 31 ayat (3) undang-undang tersebut,
bahwa tindakan penyadapan boleh dilakukan, akan tetapi
hanya oleh pihak-pihak yang berwenang saja, yaitu pejabat
negara yang diberi wewenang oleh pemerintah seperti Badan

Intelijen Negara ataupun KPK.

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak

Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU
Nomor 11 Tahun 2008.

Kata penyadapan Informasi Elektronik memang tidak

ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi dijaman
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dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adannya
teori ilmu ushul figh yaitu suatu hukum belum ditentukan
status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode
Qiyas. Tindakan penyadapan informasi elektronik termasuk
dalam tindakan tajassus, karena ada kesamaan ‘ilatnya (Sebab
hukum), karena tindakan tersebut sama-sama mengawasi,
memata-matai, mencari  berita, atau mendengarkan
pembicaraan orang lain yang tidak diketahuinya.’

Dasar hukum tajassus terdapat dalam Al-Qur’an surat
Al-Hujurat ayat 12.

z

M@Y}‘MY) “Jh“

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari
purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari
keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu

sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka

7 Abdul Wahhab Khallaf, Ushul al-Figh al-Islam, (Kairo: Maktabah
Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), him. 52.
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memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat diatas Imam Qurthubiy juga telah

menjelaskan.

“Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian
membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah
seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya,
sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT

menutupnya.”®

Beberapa ulama juga sependapat dengan larangan
perbuatan tajassus, karena menurut ulama perbuatan tersebut
adalah berprasangka buruk, atau mencari kejelekan, serta
menyebarkan kejelekannya. Maka dari itu para ulama
mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh
murid dari Syaikh as-Sa’di yaitu Syaikh Muhammad bin
Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “tajassus yaitu

mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan

® Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, (terj. Akhmad

Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 79.
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saudaranya.”® Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh
ormas Nadhatul ulama yang berada di Indonesia, dalam
putusannya yang bernama Bahtsul Masa’il. Di dalam
persoalan penyadapan Bahtsul Masa’il telah memutuskan,
bahwa hukum mengintai, mendengar, dan merekam
pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya
haram, karena termasuk tajassus (mencari-cari kesalahan

orang).”

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa
telah terdapat dalil yang melarang tindakan tajassus yang
menjelaskan bahwa menaruh curiga atau prasangka buruk
yang terlarang adalah prasangka buruk pada orang beriman
dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan
prasangka pada ahli maksiat. Jika menaruh curiga pada orang
yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Adapun makna,
janganlah ‘tajassus’ adalah jangan mencari-cari atau
mendengarkan pembicaraan yang bersifat pribadi dari orng
lain. Para ulama juga sependapat bahwa mencari-cari
kesalahan atau mendengarkan pembicaraan orang lain

termasuk dalam perbuatan tajassus seperti yang telah dilarang

® https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-cari-

kesalahan-orang-lain.html (Diakses tanggal 20 Desember 2017, pukul 20:12

wib).

10 Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Wagqi’iyah Muktamar

Nadhatul Ulama XXXI1 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.
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dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Telah diperjelas juga dengan
pendapat Imam Qurthubiy, bahwa melarang secara tegas
terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan
orang lain atau mencari-cari berita dari oranglain yang
tersembunyi. Karena tindakan seperti itu merupakan unsur-
unsur dari kegiatan tajassus, yang sudah diketahui jelas
keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa
kegiatan memata-matai hukumnya adalah haram secara

mutlak.

Perbuatan tajassus adalah perbuatan yang dilarang
dan haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut
menimbulkan  kemadharatan yang dampaknya dapat
merugikan orang lain. Oleh karena itu perbuatan itu harus

dihilangkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah figh: **
d50
Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar hukum bahwa
perbuatan tajassus merupakan perbuatan yang merugikan

orang lain dan melanggar hak privasi orang lain. dengan kata

"' A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenamedia Group,
2006), him. 67.



101

lain bahwa pelaku perbuatan tersebut harus dikenakan

hukuman.*?

Menurut penulis tindakan tajassus merupakan sebuah
jarimah (tindak pidana). Unsur jarimah pada tindakan

tersebut yaitu:

1. Terdapat nash atau dalil yang melarang
perbuatan terebut, unsur ini dikatakan sebagai
unsur formil.

2. Mendengarkan pembicaraan atau mencari-cari
kesalahan orang lain, unsur ini termasuk dalam
unsur materiel.

3. Adanya niat pelaku vyang dapat di
pertanggungjawabkan, pelaku sudah cukup umur
dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut

dilarang

Tindak pidana tajassus termasuk dalam jarimah
ta’zir, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat
yang telah ditetapkan oleh Syara’. Selain itu penulis setuju
bahwa tindakan tersebut harus di hilangkan, perbuatan
tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang
dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang terdapat

pada tindakan tajassus adalah selain perbuatan tersebut

2 1bid.
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melanggar privasi orang lain juga akan menimbulkan penyakit
hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu
memikirkan kejelekan orang lain. Oleh karana itu pelaku
tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Di dalam
Jjarimah ta zir telah ditetapkan bahwa hukuman bagi jarimah
tersebut akan di serahkan kepada pemimpin atau hakim untuk

memutuskannya.*®

Dalam hal ini penulis setuju bahwa tindak pidana
tajassus termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, adapun

jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 macam yaitu : **

1. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.
2. Ta’zir untuk kepentingan umum.

3. Ta’zir karena pelanggaran.

Pendapat penulis tindak pidana penyadapan dalam
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jika diakaitkan dengan
jarimah ta’zir maka termasuk dalam fa’zir pelanggaran,
karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar
peraturan yang termuat dalam undang-undang tersebut. Akan
tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama

maka termasuk dalam ta’zir kema’siatan karena telah

 Hasbiyallah, Figh dan Ushul Figh, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), him. 136.

* Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, ( Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015), him. 195.
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melanggar nash yang telah di tetapkan oleh Allah SWT, yang
mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat Al-Hujurat
ayat 12.

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri
yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir harbiy
maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila
tindakan tersebut dilakukan oleh kafir dzimmiy, maka sanksi
yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia
menjadi kafir dzimmiy disyaratkan untuk tidak menjadi mata-
mata, dan bila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh,
maka sanksi bila kafir dzimmiy tadi melakukan tindak
tajassus, maka hukumnya dibunuh sesuai dengan syarat tadi.*
Namun bila saat ia menjadi kafir dzimmiy tidak disyaratkan
apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh
terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan tajassus. Jadi
tuntutan untuk membunuh kafir dzimmiy, bukanlah tuntutan
yang pasti (ghairu jaazim). Ini menunjukkan bahwa
membunuh mata-mata dari kalangan kafir dzimmiy, atau tidak,

hukumnya adalah jaiz (mubah).*®

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan

tindakan tersebut terhadap muslim lain atau kafir dzimmiy

' Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, ( Tangerang: Ar
Rahmah Media, 2006), him. 210.
*® 1bid.
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untuk kepentingan musuh maka hukumannya tidaklah
dibunuh akan tetapi diberi hukuman yang ditetapkan oleh
khalifah atau gadly. Sedangkan apabila, kegiatan tersebut
dilakukan dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim
lainya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak
ditetapkan hukuman tertentu atas kema’shiyatan ini. Sanksi
bagi seorang muslim yang mematai sesama muslim adalah
sanksi ta ziiriyyah yang kadarnya ditetapkan oleh seorang
gadliy (penguasa). Hukuman ta’zir ialah hukuman yang
dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman
yang telah ditentukan oleh hukum syari’at, yaitu jarimah-
jarimah hudud dan gisas-diyat. Hukuman-hukuman tersebut
banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling
ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim atau pemguasa
diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman
tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah

serta perbuatannya.’

Pendapat penulis mengenai hukuman bagi pelaku
tajassus, jika ditinjau dari perbuatanya dapat dikategorikan.
Artinya bukan semua perbuatan tajassus dihukum mati.
Perbuatan tajassus yang dihukum mati hanya diperuntukkan
oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut karena

untuk kepentingan peperangan. Seperti contohnya seorang

' Marsum, Jinayat( Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta:

Perpustakaan UlI), him. 143.



105

kafir harbiy yang menyelinap di antara sekumpulan kaum
muslimin hanya untuk memata-matai atau mengetahui
informasi dari kaum muslim saat dalam kondisi peperangan.
Karena hal tersebut dapat di manfaatkan oleh kafir harbiy
untuk  mengetahui  siasat-siasat perang yang telah
direncanakan oleh kaum muslimin, dan juga pada dasarnya
kafir harbiy adalah musuh kaum muslimin. Lain hal nya
dengan seseorang yang hanya mendengarkan pembicaraan
orang lain dalam kehidupan sehari-hari atau tidak untuk
kepentingan peperangan, perbuatan tajassus semacam ini
tidak di hukum mati, hanya dijatuhi hukuman za ’zir yang akan
di tetapkan oleh penguasa. Akan tetapi, untuk hukuman yang
ditetapkan oleh penguasa belum jelas hukuman apa yang
pantas untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Terkait hukuman ta ’zir yang akan ditetapkan oleh penguasa,
dalam hal ini penulis berpendapat hukuman yang pantas
ditetapkan yaitu hukuman cambuk yang dilaksanakan dimuka
umum. Karena dengan hukuman tersebut pelaku akan merasa
tersiksa dan akan menanggung rasa malu, sehingga pelaku
akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut. Hukuman cambuk dalam penetapannya juga terdapat
perbedaan, yaitu dari segi jumlahnya, asalkan tidak boleh
melebihi hadd qa’zaf, yaitu 80 kali.*®

'® Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, ( Semarang: CV. Karya Abadi
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Dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan
Informasi Elektronik. Apabila telah memenuhi unsur dalam
Pasal 31 ayat (1) atau (2), pelaku tindak pidana penyadapan
informasi elektronik akan dikenakan hukuman pidana yaitu
dipenjara dalam waktu 10 tahun, atau akan dikenakan denda

paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Analisis terakhir dari penulis, hukuman tindak pidana
tersebut dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008
menekankan pada transmisi elektronik. Dalam artian,
seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana
penyadapan apabila melakukan tindakan tersebut dengan cara
mencatat transmisi elektronik dari pancaran gelombang
elektromagnetis atau sebuah jaringan. Sedangkan dalam
hukum Islam tidak menyebutkan secara khusus bagaimana
proses tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak
pidana, tetapi hanya menjelaskan bahwa tindakan
mendengarkan pembicaraan orang lain adalah tindakan yang
patut dijatuhi hukuman entah itu dilakukan dengan cara
mencatat transmisi elektronik dari gelombang elektromagnetis
ataupun dengan cara mendengarkan langsung pembicaraan
orang lain. Selanjutnya, hukuman yang ditetapkan dalam

undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan hukuman yang

Jaya, 2015), him. 201.
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ditetapkan dalam hukum Islam terdapat perbedaan. Hukuman
dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 menetapkan
bahwa pelaku penyadapan informasi elektronik dijerat
hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan
hukuman yang ditetapkan dalam Islam yaitu hukuman ta zir
jika tindakan tersebut dilakukan oleh muslim terhadap muslim
lain atau kafir dzimmiy, yang mana hukumannya akan
diserahkan  kepada imam  atau penguasa  untuk
memutuskannya. Hukum Islam juga menetapkan hukuman
pidana mati atau dibunuh bagi pelaku tindak pidana tersebut
jika dilakukan oleh seorang Kafir harbiy kepada seorang
muslim. Dilihat dari pelakunya, dalam Islam menetapkan
bahwa seorang kafir harbiy yang melakukan tindak pidana
tersebut akan di hukum mati. Karena di dalam Islam antara
orang muslim dan kafir harbiy saling bertentangan dan pada
zaman dahulu masih dalam kondisi peperangan. Sedangkan di
Indonesia sudah tidak lagi berada di dalam kondisi
peperangan, oleh karena itu tidak ada perbedaan hukuman
seperti yang diterapkan dalam hukum Islam serta tidak
membeda-bedakan antara orang muslim dan orang Kkafir,
berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 semua
pelaku tindak pidana tersebut sama hukumannya yaitu
dipenjara 10 tahun dan denda maksimal Rp.800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman Tindak pidana Penyadapan informasi
Elektronik Menurut Undang-undang nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah
jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam Pasal 31
ayat (1) sampai ayat (2) sesuai dalam kententuan pidana
Pasal 47 Undang-undang nomor 11 tahun 2008, pelaku
tersebut di hukum 10 tahun penjara dan denda maksimal
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Hukuman dalam undang-undang hanya menekankan pada
transmisi elektronik saja, akan tetapi di dalam hukum
Islam tidak menekankan pada hal tersebut, sehingga
dalam hukum Islam cakupannya lebih luas, dalam artian
tindakan yang berupa mendengarkan pembicaraan orang
lain adalah tindakan yang melanggar hukum, entah itu
dilakukan dengan cara mencatat transmisi elektronik atau
mendengarkan secara langsung. Hukum Islam telah
menetapkan hukuman ta’zir dan hukuman mati bagi
pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman ta’zir dalam
Islam berlaku bagi seorang muslim yang melakukan
tindak pidana tersebut kepada muslim lain atau kepada

kafir dzimmiy, dan hukuman mati kepada seorang kafir
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harbiy yang melakukan tindak pidana tersebut kepada
seorang muslim.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis
memberikan saran khususnya bagi pengguna teknologi
informasi  berbasis internet agar menggunakan teknologi
informasi sesuai kebutuhan saja, dan juga harus mematuhi
aturan-aturannya. Sedangkan saran untuk pihak dalam bidang
ini yaitu Departemen Informasi dan Tekhnologi pemerintahan
Indonesia lebih meningkatkan :

1. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku
tindak pidana penyadapan informasi elektronik
agar dengan  hukuman  tersebut  dapat
menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena
tindakan tersebut telah melanggar hak privasi
orang lain.

2. Meningkatkan keamanan dalam bidang teknologi
informasi khususnya pada jaringan internet.

3. Kepada aparat penegak hukum yang diberi
kewenangan, untuk mengoperasi secara rutin pada
setiap jaringan internet jika apabila sewaktu-

waktu terjadi tindak penyadapan.
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